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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
pekerjaan Karyawati di PT Lubuk Lancang Kuning BLOK D
Singkut, tempat tinggal di Dusun Suka Makmur RT. 09 Desa
Mekar Sari, Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun,
sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir,
tempat tinggal di Perumahan Duta Bandara Permai Blok Z U 3
No. 14 RT. 02 RW. 11 Kelurahan Jati Mulya Kecamatan
Kosambi Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11
Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sarolangun dengan register perkara Nomor  35/Pdt.G/2022/PA.Srl,
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 Penggugat dan

Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai
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Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penjaringan
Kabupaten Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0615/26/1X/2015 SERI AG tanggal 16
September 2015;

2. Bahwa setelah akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di Jakarta (rumah Kontrakan) selama enam tahun
kemudian pindah dan menetap di rumah sendiri (rumah pribadi Penggugat)
Singkut setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan telah
dikaruniai satu orang anak bernama: Fazzar Rizky Pratama bin Soiman,
umur 4 tahun;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis akan tetapi sejak Februari 2016 keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai mulai goyah, antara Penggugat dan
Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan oleh: Bahwa Tergugat kurang perhatian sama Penggugat
karena Tergugat lebih banyak di luar rumah dengan kesibukan yang tidak
jelas seperti nongkrong di diskotik, cafA© hingga berminggu minggu
bahkan sampai sebulan baru pulang ke rumah, apabila dinasihati Tergugat
malah mengatakan Penggugat tidak perlu repot repot ngurus Tergugat
cukup duduk di rumah saja masalah biaya sehari hari akan Tergugat
berikan;

5. Bahwa Tergugat selain suka menyibukkan dengan hal yang tidak jelas
juga suka main perempuan, dari pantauan Penggugat ada enam orang
wanita simpanan Tergugat dua diantaranya adalah Lela, Ria selebihnya
Penggugat tidak tahu namanya. Penggugat seringkali melihat Tergugat
pergi berduaan dengan selingkuhannya sambil pelukan mesra, seringkali
nelpon sms dengan bahasa yang sangat romantis.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021 pada waktu itu Tergugat pamit
dengan cara baik baik pada Penggugat berangkat ke Palembang untuk
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bekerja (Penggugat mengizinkan), setelah berada di Palembang selama
tujuh bulan Tergugat tidak memberi belanja Penggugat dengan alasan
pekerjaan sepi akibat pandemi, Penggugat minta Tergugat pulang saja ke
Singkut berusaha bersama Penggugat namun Tergugat tidak mau, selama
dua bulan tanpa kabar Penggugat menghubungi Tergugat ternyata sudah
berada di Jakarta untuk mencari usaha, namun selama di Jakarta Tergugat
hanya berkomunnikasi saja tanpa memberi biaya Penggugat alasannya
tidak punya uang, Penggugat mencoba menghubungi tetanga Penggugat di
Jakarata ternyata Tergugat punya pekerjaan dan punya uang. Karena itu
Penggugat merasa di bohongi dan tidak lagi mempercayai Tergugat,
Penggugat malas menerima telpon Tergugat sehingga terjadilah
pertengkaran Tergugat kemudian menjatuh talak atas Penggugat. Sejak
kejadian itulah antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi sampai
sekarang (berpisah);
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada
kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali
membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga
kedua belah pihak sudah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat
dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara
ini;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:
Primer
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap
Penggugat (XXXXXXXXX)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku;

Subsider

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Srl

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk
menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah
menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap
dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa
hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas
panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun
Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat
kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan
mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses
persidangan;

Bahwa sselanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara biasa
diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap
dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar
jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

. Bu
kti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0615/26/IX/2015 SERI AG Tanggal 16
September 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Penjaringan Kabupaten Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta,
telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan
diparaf;

Il. Bukti Saksi
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1. XXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 09, Dusun Suka
Makmur, Desa Mekar Sari, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun,
provinsiJambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada bulan
September 2015;

- Bahwa setelah akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dan
Tergugat bertempat tinggal di Jakarta (rumah Kontrakan) selama enam
tahun kemudian pindah dan menetap di rumah sendiri (rumah pribadi
Penggugat) Singkut setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal,

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah d
ikaruniai satu orang anak;

- Bahwa sejak 1 tahun setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat ter
us menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat
sering pulang malam tanpa alas an yang jelas dan sering main
perempuan;

- Bahwa sejak 1 tahun ini, Penggugat dan Tergugat berpisah karena terja
di perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat tidak bertanggungjawab
terhadap keluarga tidak memberi nafkah;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi
hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberik
an nafkah wajib kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya
mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak

berhasil;

2. XXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Suka

Maju,Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, provin siJambi, di
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bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah sodara Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada bulan
September 2015;

- Bahwa setelah akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dan
Tergugat bertempat tinggal di Jakarta (rumah Kontrakan) selama enam
tahun kemudian pindah dan menetap di rumah sendiri (rumah pribadi
Penggugat) Singkut setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal,

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah d
ikaruniai satu orang anak;

- Bahwa sejak 1 tahun setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat ter
us menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat
sering pulang malam tanpa alas an yang jelas dan sering main
perempuan;

- Bahwa sejak 1 tahun ini, Penggugat dan Tergugat berpisah karena terja
di perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat tidak bertanggungjawab
terhadap keluarga tidak memberi nafkah;

- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi
hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberik
an nafkah wajib kepada Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya
mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak
berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, hakim terlebih
dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk
mengadili gugatan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan a quo telah diatur dalam Pasal 49 huruf a
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. Pasal 73 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)
yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,
merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan
suami istri Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Sarolangun
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat memiliki
kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh
orang lain sebagai wakil’/kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak
disebabkan oleh alasan yang sah, namun Hakim tetap berusaha mendamaikan
dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat
dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi
sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat
dijalankan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat
memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu ba'in

shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan
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Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan
karenanya dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di
depan Pengadilan, maka selanjutnya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan
sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diputus dengan
verstek atau tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah
dalam Kitab Rawdah al-Talibin wa ‘Umdah al-Mufttn karya al-Nawawt (w. 676
H) juz 11 halaman 194 yang berbunyi sebagai berikut;

e ;5;"13- el 8 prod iif yer 9;:@ 3 4y s wm-"‘* a3 O3
Artinya: “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau
enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-

bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat
adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, hakim telah
mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, sudah dewasa, berakal
sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih
dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172
ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta
yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian
dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang
saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;
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Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan
keterangan saksi-saksi di atas, maka Hakim telah menemukan fakta dalam
persidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat sering
pulang malam tanpa alas an yang jelas dan Tergugat sering main perempuan
lain;

- Bahwa kurang lebih 1 tahun ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan
tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-
menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang
lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan/pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal
yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun tanpa
ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga
hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah
putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam
serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi’/kembali, maka
rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, hakim telah berusaha
mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat untuk kembali
membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dan upaya perdamaian
sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Penggugat tidak menginginkan
untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana
diuraikan di atas, hakim berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat
beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat
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telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit
untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun
kembali dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi
alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 39
ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;
Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan
lain yang berhubungan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxx) kepada Penggugat
(XXXXXXXX);
4. Membebankan biaya  perkara kepada Penggugat  sejumlah
Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).
Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadlan Agama Sarolangun pada
hari Rabu tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21
Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Nanda Devi Krisna Putri, S.H. sebagai Hakim
Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arsad, Lc sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
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Panitera Pengganti, Hakim,

Arsad, Lc Nanda Devi Krisna Putri, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00

Perkara

3. Biaya Panggilan : Rp. 690.000,00

4. Biaya PNBP :  Rp. 20.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai :Rp. 10.000,00

JUMLAH :  Rp. 810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu ribu rupiah).
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